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1. PENDAHULUAN

Aset kripto merupakan representasi digital bernilai yang dapat disimpan dan dialihkan
melalui teknologi buku besar terdistribusi atau sistem terkait. Penggunaannya
menimbulkan pertanyaan hukum bukan hanya dalam transaksi dan perlindungan
konsumen, melainkan juga dalam pewarisan. Ketika pemilik aset meninggal dunia, ahli
waris dapat menghadapi kesulitan menemukan akun, memastikan aset yang dimiliki,

membuktikan hubungan aset dengan pewaris, dan memperoleh akses secara sah.
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Tidak seperti rekening bank atau tanah yang umumnya memiliki dokumen dan
perantara institusional, sebagian aset kripto disimpan pada dompet non-kustodial.
Penguasaan teknisnya bergantung pada private key atau seed phrase. Hilangnya akses
tidak selalu berarti aset tidak ada; sebaliknya, ditemukannya kunci tidak otomatis
membuktikan bahwa pemegangnya adalah pemilik yang sah. Blockchain dapat merekam
transaksi dan saldo suatu alamat, tetapi alamat itu umumnya tidak secara langsung
menunjukkan identitas manusia yang mengendalikannya (Frowis et al., 2020; Carata,
2024).

Kerangka pengaturan perdagangan aset kripto di Indonesia juga berkembang.
Pengaturan penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto
antara lain terdapat dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024, yang kemudian diubah dengan
POJK Nomor 23 Tahun 2025. OJK juga menerbitkan PADK Nomor 3 Tahun 2026 yang
berlaku sejak 1 September 2026 dan mengatur pelaksanaan serta pelaporan dalam
penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital. Peraturan-peraturan tersebut penting
untuk memahami konteks kelembagaan perdagangan, tetapt bukan aturan khusus yang
secara menyeluruh menentukan pembagian warisan aset kripto. Karena itu, perkara waris
tetap memerlukan penerapan hukum waris dan hukum pembuktian yang relevan (OJK,
2025; OJK, 2026).

Permasalahan utamanya bukan hanya apakah aset kripto bernilai ekonomis, tetapi
bagaimana hakim dapat menilai bukti digital secara hati-hati. Tangkapan layar dapat
diedit; data blockchain dapat diverifikasi tetapi bersifat pseudonmim; data bursa dapat
menghubungkan akun dengan identitas tetapi aksesnya tunduk pada hukum, privasi, dan
prosedur penyelenggara. Diperlukan pendekatan berlapis yang tidak menyamakan
keberadaan aset, penguasaan teknis, dan hak kepemilikan.

Kajian pewarisan aset kripto di Indonesia sudah berkembang. Marsanti dan Urbaniasi
(2025) menyimpulkan bahwa aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai harta peninggalan
melalul penafsiran luas KUHPerdata, tetapt pewarisannya memerlukan mekanisme
khusus untuk akses dompet dan kunci privat. Herlambang dan Hadist (2026) menyoroti
kekosongan norma pewarisan aset kripto serta upaya hukum yang dapat ditempuh ahli
warls. Dari perspektif hukum Islam, Dyahsitasari dan Yassir (2023) membahas aset digital
bitcoin sebagai objek harta waris, sedangkan Indriansyah (2026) mencatat bahwa regulasi
aset kripto lebih banyak mengatur perdagangan, penyelenggara, dan perlindungan
konsumen daripada pewarisan.

Kajian pembuktian elektronik dalam perkara perdata umumnya membahas
kedudukan alat bukti elektronik secara umum, misalnya surat elektronik (Permono et al.,
2022), tanda tangan elektronik (Daffa, 2023), penilaian hakim terhadap bukt elektronik
(Siswajanthy, 2025), dan forensik digital (Prahara, 2022).

Dari penelusuran literatur tersebut tampak kesenjangan penelitian. Kajian waris aset
kripto pada umumnya berfokus pada status benda atau harta peninggalan dan kebutuhan
regulasi; kajian bukti elektronik membahas keabsahan alat bukti secara umum; dan kajian
forensik blockchain berfokus pada konteks penegakan hukum. Berdasarkan penelusuran
penulis, belum ditemukan Kkajian yang menyatukan ketiganya menjadi langkah
pembuktian yang dapat dipakar hakim dalam sengketa waris perdata, yaitu yang
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membedakan keberadaan aset, atribusi kepada pewaris, dan nilai aset serta memisahkan
penguasaan teknis dari hak kepemilikan.

Kebaruan artikel ini terletak pada tiga hal: (1) memisahkan tiga pertanyaan pembuktian
(keberadaan, atribusi, dan nilai) yang dalam praktik sering dicampur; (2) menempatkan
penguasaan private key sebagai indikator atribusi yang tidak konklusif, bukan bukti hak
milik; dan (3) memetakan penerapan standar tersebut pada tahapan beracara serta pada
aset kustodial dan non-kustodial. Urgensinya, hakim belum memiliki pedoman khusus,
ahli waris berisiko kehilangan haknya, dan pithak yang hanya menguasai kunci berisiko
dianggap sebagai pemilik.

Penelitan 11 bertuyjuan untuk menjelaskan kedudukan aset kripto dalam harta
peninggalan; mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan bukti elektronik dalam sengketa
warls menurut hukum pembuktian perdata; dan merumuskan standar pembuktian
berlapis dan langkah pemeriksaan yang dapat membantu hakim dan para pihak tanpa
menganggap suatu indikator teknis sebagai bukti kepemilikan yang mutlak.

2. METODE

Penelitian in1 merupakan penelittan hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), dan konseptual (conceptual approach). Pendekatan
perundang-undangan digunakan untuk mengkaj ketentuan hukum yang berkaitan
dengan hukum waris, hukum pembuktian perdata, alat bukti elektronik, serta pengaturan
aset kripto di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk
menganalisis  konsep kepemilikan aset kripto, pembuktian kepemilikan, dan
pertanggungjawaban hukum dalam penyelesaian sengketa waris.

Bahan hukum primer meliputt KUHPerdata, HIR, Kompilasi Hukum Islam (KHI),
UU Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, UU Perkawinan, UU
Peradilan Agama, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan, UU Pelindungan Data Pribadi, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta
peraturan OJK yang relevan (POJK Nomor 27 Tahun 2024, POJK Nomor 23 Tahun
2025, dan PADK Nomor 3 Tahun 2026). Bahan hukum sekunder meliputi literatur
hukum pembuktian dan hukum waris, artikel 1lmiah mengenai aset kripto dan pewarisan,
serta publikasi teknis tentang blockchain dan forensik digital yang relevan dengan
permasalahan penelitian.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-
kualitatif dengan penalaran deduktif dalam empat langkah. Pertama, norma hukum
benda, waris, perkawinan, dan pembuktian dinventarisasi dan ditafsirkan untuk
menentukan kedudukan aset kripto dan beban pembuktian. Kedua, bahan perbandingan
dibaca untuk menemukan prinsip yang relevan dan dicocokkan dengan norma Indonesia;
prinsip yang tidak sesuai dengan hukum acara Indonesia tidak diadopsi. Ketiga, literatur
teknis tentang blockchain dan forensik digital dipakai untuk menentukan apa yang dapat
dan tidak dapat dibuktikan oleh data on-chain. Keempat, hasil ketiga langkah 1tu disusun
menjadi model pembuktian berlapis: setiap lapis diturunkan dari satu pertanyaan hukum
(apakah penggugat berhak dan aset itu ada, apakah aset itu milik pewaris, dan berapa nilai

MORALITA: JURNAL PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



MORALITA: JURNAL PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 355

serta kewajibannya), dipasangkan dengan alat bukti yang diakui Pasal 1866 KUHPerdata,
Pasal 164 HIR, dan UU ITE, lalu diup melalui contoh hipotetis. Usulan standar dalam
artikel 11 merupakan konstruksi akademik untuk membantu penilaian bukti; usulan
tersebut bukan standar kuantitatif pembuktian yang secara eksplisit telah ditetapkan dalam
hukum acara perdata Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian in1 menghasilkan tiga temuan utama yang membedakannya dari kajian waris
aset kripto dan hukum aset digital sebelumnya. Pertama, pengakuan aset kripto sebagai
harta peninggalan (Marsanti & Urbamasi, 2025) hanya menjawab pertanyaan tentang
objek; sengketa waris tetap menuntut pembuktian hak pewaris atas aset tertentu, sehingga
pertanyaan “apakah aset kripto dapat diwariskan” perlu dipisahkan dar “apakah aset in1
milik pewans”. Kedua, data blockchain dan private key dikonstruksikan sebagai bukti
keberadaan aset dan kemampuan akses, bukan bukti atribusi atau hak; atribusi
membutuhkan bukti independen di luar rantai. Ketiga, pembuktian disusun dalam tiga
lapis dengan pemeriksaan lintas-lapis, dan setiap lapis dipetakan pada tahapan beracara
serta pada aset kustodial dan non-kustodial.

Kedudukan Aset Kripto sebagai Objek Pewarisan
1. Aset kripto dalam konsep benda dan harta peninggalan

Pasal 830 KUHPerdata menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena
kematian, sedangkan Pasal 833 KUHPerdata mengatur peralihan hak atas harta
peninggalan kepada ahli waris menurut ketentuan yang berlaku. Pasal 499 KUHDPerdata
memberikan pengertian benda sebagai tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek
hak milik. Pasal 503 membedakan benda berwujud dan tidak berwujud. Berdasarkan
kerangka tersebut, aset kripto yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan dapat
dianalisis sebagai objek tidak berwujud yang berpotensi masuk dalam harta peninggalan
apabila hak pewaris atas aset itu terbukti.

Kesimpulan tersebut perlu dirumuskan secara hati-hati. Peraturan perdagangan aset
kripto menunjukkan adanya pengakuan dan pengaturan atas aktivitas perdagangan, tetapi
tidak dengan sendirinya menyelesatkan setiap pertanyaan tentang kepemilikan perdata.
Pengadilan tetap perlu menilai sumber perolehan, hubungan aset dengan pewaris, hak
pihak lain, status harta bersama, dan kewajiban yang berkaitan dengan aset.

2. Kerangka regulasi perdagangan dan batas penerapannya

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
menjadi bagian penting dari perubahan pengawasan sektor aset keuangan digital. POJK
Nomor 27 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital
termasuk aset kripto dan telah diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025. PADK
OJK Nomor 3 Tahun 2026 memuat pedoman pelaksanaan dan pelaporan dalam
penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Peraturan
tersebut dapat membantu menentukan jenis penyelenggara, sumber catatan akun, dan
jalur permintaan data yang relevan.
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Namun, aturan perdagangan tersebut tidak boleh dibaca seolah-olah sudah
menyediakan tata cara pembagian warisan atau menetapkan siapa ahli waris yang berhak.
Pertanyaan siapa yang mewaris, baglan masing-masing, status harta bersama, dan
penyelesaian utang tetap harus ditentukan berdasarkan hukum waris yang berlaku bagi
pewaris dan fakta perkara. Dengan demikian, peraturan sektor keuangan berfungsi
sebagal konteks untuk mengidentifikasi data serta pihak terkait, bukan pengganti hukum
waris.

Batas penerapan tersebut dapat dirinci pada tiga hal. Pertama, terhadap pembuktian
kepemilikan: akun yang terdaftar pada penyelenggara yang diawasi OJK menunjukkan
sumber data yang dapat dimintai, tetapt idak membuktikan bahwa pemegang akun adalah
pewaris, bahwa aset itu bukan harta bersama, atau bahwa aset itu belum dialihkan. Kedua,
terhadap aset non-kustodial: aturan penyelenggara tidak menjangkau dompet yang
dikendalikan sendirt oleh pemiliknya, sehingga pembuktian bergantung pada data
blockchain dan bukti pendukung di luar rantai. Ketiga, terhadap hukum acara: ketentuan
sektor keuangan tidak mengubah beban pembuktian, jenis alat bukti, atau kewenangan
hakim, yang tetap diatur KUHPerdata, HIR, dan UU ITE, sementara permintaan data
tetap tunduk pada pelindungan data pribadi (UU Nomor 27 Tahun 2022). Karena itu,
peraturan OJK dalam artikel in1 hanya dipakai untuk mengidentifikasi sumber bukti,

bukan sebagai dasar menentukan kepemilikan.

3. Waris perdata, waris Islam, dan harta bersama

Bagi perkara yang tunduk pada KUHPerdata, Pasal 830 dan Pasal 833 menjadi tiik
awal mengenai terbukanya warisan dan peralithan harta peninggalan. Pasal 834
KUHPerdata berkaitan dengan hak ahli waris untuk menuntut penyerahan warisan
terhadap pihak yang menguasai seluruh atau sebagian warisan tanpa hak. Ketentuan i
tidak tepat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa ahli waris
menanggung utang pewaris. Pembahasan beban dan utang warisan perlu memperhatikan
ketentuan yang memang mengatur kewajiban tersebut, termasuk Pasal 1100 KUHPerdata
dan aturan lain yang relevan.

Untuk pewaris Mushm, ketentuan KHI perlu diperhatikan, antara lain Pasal 171
mengenal pengertian pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan, serta ketentuan
penyelesaian kewajiban pewaris dan pembagian warisan. Pasal 49 UU Peradilan Agama
sebagaimana diubah menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama untuk perkara waris
di antara orang-orang Islam. Penentuan bagian waris tidak dapat dilakukan hanya dengan
mengetahui alamat dompet atau saldo aset; identitas ahli waris dan hubungan keluarga
juga harus dibuktikan.

Aset kripto yang diperoleh selama perkawinan dapat menimbulkan persoalan harta
bersama. Pasal 35 UU Perkawinan dan, bagi perkara yang relevan, ketentuan KHI perlu
diperiksa untuk menentukan apakah aset merupakan harta bersama atau harta pribadi.
Oleh karena itu, bukti tanggal pembelian, sumber dana, perjanjian perkawinan, dokumen
hibah atau warisan, dan catatan transaksi dapat menentukan bagian mana yang benar-
benar termasuk harta peninggalan.
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Kerangka Pembuktian Perdata dan Bukti Elektronk
1.  Beban pembuktian

Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR pada pokoknya meletakkan beban
pembuktian pada pihak yang mengemukakan hak atau peristiwa untuk meneguhkan
haknya atau membantah hak pihak lain. Ahli waris yang meminta aset kripto dimasukkan
ke dalam harta peninggalan perlu mengajukan bukti tentang kedudukan sebagai ahli warts,
keberadaan aset, keterkaitan aset dengan pewaris, dan nilai atau kondisi aset yang diminta
untuk dibagi. Pihak yang menyatakan aset telah dihibahkan, dijjual, dyaminkan, atau
menjadi miliknya sendirt perlu mendukung bantahan tersebut dengan bukti yang relevan.

Hukum acara perdata Indonesia tidak menetapkan formula matematis universal
seperti persentase probabilitas untuk menilai bukti. Karena itu, 1stilah seperti “lebih
mungkin benar” atau preponderance of evidence hanya dapat dipakai sebagai analogi
akademik, bukan dinyatakan sebagai standar formal yang telah diadopsi secara umum.
Penilaian tetap dilakukan hakim berdasarkan alat bukti yang sah, hubungan antarbukti,
dan ketentuan acara yang berlaku.

2. Alat bukti dan bukti elektronik

Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR mengenal alat bukti berupa tulisan, saksi,
persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam konteks digital, dokumen akun, catatan
transaksi, korespondensi, bukti pembayaran, laporan penyelenggara, dan hasil
pemeriksaan ahli dapat relevan sesuai bentuk dan cara pengajuannya. Informasi
elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya diakui dalam kerangka UU ITE,
khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, dengan memperhatikan perubahan UU Nomor 1 Tahun
2024 serta ketentuan pelaksana yang relevan.

Pengakuan bukti elektronik tidak berarti setiap tangkapan layar otomatis autentik atau
cukup untuk membuktikan kepemilikan. Keashan, integritas, asal-usul, konteks, cara
perolehan, dan kemampuan pihak lawan untuk mengup bukti tetap perlu dinilai. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 juga menjadi bagian dari diskusi
mengenai bukti elektronik dan aspek legalitas perolehannya; penerapannya harus dibaca
sesual konteks perkara dan norma yang berlaku.

3. Knteria penilaian bukti digital

Untuk mengoperasionalkan pemeriksaan, artikel im1 mengusulkan lima pertanyaan
pokok (Tabel 1). Pertama, relevansi: apakah bukti berhubungan langsung dengan isu yang
disengketakan? Kedua, autentisitas: siapa atau sistem apa yang menghasilkan bukti dan
bagaimana asal-usulnya diverifikasi? Ketiga, integritas: apakah data tetap utuh sejak
dikumpulkan, dan apakah perubahan dapat diketahui? Keempat, atribusi: apakah bukti
menghubungkan akun atau alamat dengan pewaris, bukan hanya menunjukkan transaksi?
Kelima, keterujian: apakah metode, data, dan kesimpulan dapat dyjelaskan serta dibantah
oleh pihak lawan?
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Tabel 1. Kriteria Penilaian Bukti Digital

Kriteria Pertanyaan pemeriksaan Contoh bukt/indikator
Relevansi Apakah bukti menjawab 1su Riwayat transaksi yang terkait dengan
perkara? aset yang diklaim
Autentisitas Dari mana bukti berasal dan siapa  Catatan resmi penyelenggara,
yang membuatmnya? metadata, konfirmasi sumber
Integritas Apakah data terjaga dan perubahan Salinan forensik, hash, log
dapat dideteksi? pengumpulan, dokumentasi proses
Atribusi Apakah akun/alamat dapat KYC, rekening bank, email, catatan
dikaitkan dengan pewaris? pembelian, komunikasi
Keterujian Dapatkah pihak lain menguj cara Laporan ahli yang memaparkan
analisis? metode, asumsi, dan batasan

Sumber: Milik Penulis Sendiri (2026)

Kriteria tersebut merupakan kerangka analits yang diusulkan, bukan daftar
persyaratan formal yang seluruhnya telah ditetapkan undang-undang. Penggunaannya
membantu hakim menjelaskan alasan mengapa suatu bukti diterima, dibert bobot

terbatas, atau tidak cukup untuk membuktikan suatu dalil.

Karakteristik Blockchain dan Persoalan Atribusi

Pada blockchain publik, transaksi umumnya dapat ditelusuri berdasarkan alamat,
jumlah, waktu, dan identitas transaksi. Sifat ini memberi peluang verifikasi independen,
tetapt blockchain tidak selalu menyimpan nama pemilik yang dapat langsung
dudentifikasi. Satu alamat dapat digunakan melalul layanan perantara, beberapa orang
dapat berbagi akses, dan seseorang dapat mengelola aset atas nama orang lain. Dengan
demikian, bukti on-chain lebih langsung menunjukkan aktivitas pada alamat tertentu
daripada 1dentitas atau hak keperdataan pemiliknya.

Analisis blockchain dapat mengelompokkan alamat atau mengidentifikasi aliran dana
dengan metode tertentu, tetapt kesimpulan tersebut bisa bergantung pada asumsi teknis.
Hasil analisis sebaiknya disertar penjelasan metode, data yang dipakai, tingkat
ketidakpastian, serta keterbatasan. Keterangan ahli perlu dibuka untuk pengujian; hasil
analisis tidak seharusnya diterima sebagai kepastian identitas hanya karena tampil dalam

laporan teknis.

Kepemilikan Hukum dan Penguasaan Teknis

Pembedaan utama dalam sengketa aset kripto adalah antara hak atau entittement dan
penguasaan faktual atau control. Private key memungkinkan tindakan teknis atas aset,
tetapt tidak selalu menjawab siapa yang berhak secara hukum. Seseorang dapat
mengetahul kunci karena dipercaya mengelola aset, karena hubungan keluarga, karena
bekerja sebagai pengurus, atau karena memperoleh akses tanpa 1zin. Sebaliknya, pemilik
yang sah dapat kehilangan kunci dan tidak lagi mampu memindahkan aset.

Setidaknya terdapat empat situasi yang perlu dibedakan. Pertama, ahli waris
menemukan kunci; fakta itu menunjukkan kemampuan akses, bukan penentuan bagian

waris. Kedua, pihak ketiga menguasai kunci; penguasaan tersebut perlu ditelusurt apakah
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berdasarkan mandat, penitipan, atau tindakan tanpa hak. Ketiga, aset dipindahkan
sebelum kematian; pengadilan perlu menilai apakah terjadi jual beli, hibah, pembayaran
utang, atau hanya pemindahan antar-dompet milik pewaris. Keempat, kunci hilang; aset
mungkin tetap terlihat di blockchain, tetapi akses teknis dapat tidak tersedia. Keempat
situasi 1tu memerlukan kombinasi bukti teknis dan bukti konvensional.

Standar Pembuktian Berlapis yang Diusulkan
Artikel 11 mengusulkan tiga lapis utama dengan satu pemeriksaan lintas-lapis atas
mtegritas dan kewajiban (Tabel 2). Kerangka mi tidak menggantikan aturan alat bukti,

melainkan membantu menyusun pertanyaan yang harus dijawab secara berurutan.

Tabel 2. Standar Pembuktian Berlapis yang Diusulkan

Lapis

Hal yang harus
dibuktikan

Contoh bukti relevan

Batasan

1. Status ahli waris
dan keberadaan
aset

2. Atribusi kepada

pewaris

3. Nilai dan

kondisi aset

Pemeriksaan lintas-
lapis

Identitas pewaris,

kedudukan penggugat,
serta adanya akun/aset

Hubungan antara
akun/alamat dan
pewaris serta dasar
haknya

Jenis, jumlah, nilai,
pembatasan, dan
kewajiban terkait

Keashan, integritas,

legalitas perolehan, dan

keterujian bukt

Akta kematian, dokumen
ahli waris, laporan akun,
alamat blockchain dan
saldo pada waktu tertentu

Data KYC, bukti transfer
bank, catatan pembelian,
email, perangkat, saksi,
laporan ahl

Riwayat transaksi, data
harga dari sumber yang
dapat dyelaskan, catatan
pinjaman/staking/biaya
Metadata, dokumentasi
pengumpulan, salinan
forensik, kesempatan
bantahan

Alamat/saldo saja
belum
membuktikan
pemiliknya

Kunci atau satu
screenshot tidak
konklusif

Harga berubah; nilai
kotor belum tentu
nilai bersth

Proses
pengumpulan tidak
boleh merusak atau
membocorkan

akses

Sumber: Milik Penulis Sendir1 (2026)
1. Lapis pertama: status ahli waris dan keberadaan aset

Penggugat terlebih dahulu menunjukkan kedudukan hukumnya melalui dokumen
yang sesual dengan hukum waris yang berlaku. Keberadaan aset dapat dibuktikan melalui
laporan akun dari penyelenggara, catatan transaksi, atau data blockchain yang diverifikasi.
Data sebatknya mencantumkan alamat atau identitas akun, jenis aset, jumlah, waktu
pengambilan data, dan sumber verifikasi. Tangkapan layar dapat menjadi petunjuk awal,
tetapi perlu diperkuat jika keashan atau konteksnya dipersoalkan.

Dalam praktik, penggugat memuat identitas aset (nama penyelenggara atau alamat
blockchain, jenis token, dan tanggal pengambilan data) dalam posita gugatan dan
melampirkan akta kematian serta bukti kedudukan ahli waris, misalnya keterangan atau
penetapan ahli waris dan, bagi perkara yang tunduk pada hukum Islam, dokumen yang
diakui Pengadilan Agama. Pada tahap jawab-menjawab, tergugat menyatakan dalil mana
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yang diakui dan dibantah. Pada tahap pembuktian, hakim dapat mempertimbangkan agar
keberadaan aset diverifikasi lebih dahulu, misalnya melalui laporan penyelenggara atau
data blockchain yang diverifikasi, sebelum pembuktian atribusi dilanjutkan, sehingga
pemeriksaan tidak terpakal untuk aset yang ternyata tidak ada.

2. Lapis kedua: atribusi alamat atau akun kepada pewaris

Atribust merupakan titik tersulit karena blockchain bersifat pseudonim. Bukti yang
lebih kuat dapat berupa catatan identifikasi pelanggan dari penyelenggara, catatan
pembelian yang terhubung dengan rekening pewaris, korespondensi yang konsisten, atau
dokumentasi perangkat yang diperiksa secara sah. Bukti-bukti tersebut harus dinilai
bersama, bukan diperlakukan sebagai daftar yang secara otomatis menentukan hasil

(Tabel 3).
Tabel 3. Kekuatan Indikator Atribusi (Kerangka Analitis)

Kekuatan indikator o
.. Contoh Cara menilai
(kerangka analitis)

Relatif kuat Data resmi penyelenggara yang Periksa asal data, ruang lingkup,
terhubung dengan 1dentitas, catatan dan kemungkinan akun
transaksi yang cocok dengan rekening digunakan pihak lain
pewaris, dan bukti pendukung yang
konsisten

Menengah Riwayat email, pesan, catatan pribadi, Perlu dikonfirmasi dengan
atau data perangkat yang konsisten tetapi  sumber lain dan konteks
belum terhubung secara independen pembuatannya

Lemah jika berdiri Screenshot tanpa sumber, klaim lisan Tidak cukup untuk

sendiri tunggal, atau kepemilikan private key menyimpulkan hak
tanpa bukt lain kepemilikan secara otomatis

Sumber: Milik Penulis Sendiri (2026)

Penggolongan kuat, menengah, dan lemah di atas adalah alat bantu akademik, bukan
kelas bukti yang secara resmi ditetapkan hukum acara Indonesia. Hakim tetap menilai
keseluruhan bukti dalam konteks perkara.

Dalam praktik, pithak yang mendalilkan bahwa alamat atau akun milik pewaris
menyusun uraian atribusi yang memuat sekurang-kurangnya sumber dana pembelian awal
(misalnya mutasi rekening pewaris yang sesuail dengan waktu dan jumlah transaksi), data
pendaftaran akun pada penyelenggara, dan bukti pendukung lain seperti email atau
perangkat. Bila alamat tidak terhubung dengan penyelenggara, pihak tersebut mengajukan
keterangan ahli yang menjelaskan metode penelusuran dan tingkat ketidakpastiannya.
Pihak lawan diber1 kesempatan mengujyi metode itu dan mengajukan bukti tandingan,
misalnya bahwa perangkat dipakar bersama atau alamat dikelola pihak lain. Hakim
menilal penguasaan private key hanya sebagai salah satu indikator, dan bobot setiap bukti

dinyatakan dalam pertimbangan putusan.
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3. Lapis ketiga: penilaian nilar dan waktu

Nilai aset kripto sangat fluktuatif. Karena itu, pihak yang mengajukan tuntutan perlu
menjelaskan tanggal acuan penilaian dan alasan hukumnya. Nilai pada tanggal kematian
dapat dipakar untuk inventarisasi awal harta peninggalan, sedangkan nilai pada saat
pembagian atau pelaksanaan putusan dapat berbeda. Artikel im tidak mengusulkan satu
tanggal universal untuk semua perkara; hakim perlu menentukan tanggal yang relevan
sesual bentuk tuntutan, sifat aset, dan hukum yang diterapkan.

Penilatan perlu mengidentifikasi sumber harga, waktu pencatatan, mata uang
pembanding, likuiditas, biaya transaksi, pembatasan penarikan, aset yang sedang terkunci,
serta utang atau kewajiban terkait. Bila aset dapat dibagi dalam unit yang sama, pembagian
dalam bentuk aset dapat dipertimbangkan apabila sesuai hukum dan disepakati atau
diperintahkan secara sah. Bila harus dijual, metode penjualan dan waktu konversi perlu
dinyatakan secara transparan agar mengurangi sengketa lanjutan.

Dalam prakuk, penggugat menyebutkan tanggal acuan dan sumber harga dalam
petitum, misalnya nilai pada tanggal kematian untuk inventarisasi, serta menyertakan
perhitungan kewajiban terkait seperti pinjaman, biaya penarikan, atau pajak. Hakim dapat
meminta para pthak menyepakati sumber harga atau meminta ahli menghitung nilai, lalu
menentukan dalam putusan apakah pembagian dilakukan dalam bentuk aset atau hasil
penjualan. Bila aset belum dapat diakses, putusan dan pelaksanaannya perlu mengatur

slapa yang menyimpan aset dan bagaimana pengawasannya sampai pembagian dilakukan.

Perbedaan Aset Kustodial dan Non-Kustodial

Perbedaan sumber bukti, pithak yang dapat dimintai data, risiko, dan pengamanan
antara aset kustodial dan non-kustodial dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Aset Kustodial dan Non-Kustodial

) .. Non-kustodial (dikelola melalui
Aspek Kustodial (disimpan penyelenggara) kunci sendir)
Sumber buktiutama Catatan akun, identifikasi pelanggan, Data blockchain, perangkat, catatan
laporan saldo dan transaksi transaksi, bukti pembelian dan

pemulihan dompet

Pihak yang dapat Penyelenggara sesuai prosedur dan ~ Ahli forensik digital dan pihak yang

dimintai data kewajiban hukum relevan; tidak selalu ada
penyelenggara yang menguasai aset

Risiko pembuktian ~ Akun tidak diungkap, data tidak Kunci hilang, akses sepihak,
lengkap, sengketa syarat layanan perangkat berubah, atau seed phrase
atau kondisi penyelenggara terungkap

Pengamanan Permintaan pelestarian data dan Dokumentasi perangkat, salinan
mekanisme pembekuan sesuai dasar  forensik dan pembatasan akses
hukum dengan pengawasan yang tepat

Batasan Catatan akun tidak otomatis Penguasaan kunci tidak otomatis
menyelesaikan sengketa ahli waris membuktikan hak kepemilikan

Sumber: Milik Penulis Sendir1 (2026)
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1. Aset pada penyelenggara kustodial

Jika aset disimpan pada penyelenggara, bukti dapat berasal dan data identifikasi
pelanggan, rniwayat deposit dan penarikan, saldo akun, serta syarat layanan. Ahli waris
dapat diminta mengikuti prosedur yang sah, misalnya menyerahkan dokumen kematian
dan dokumen yang membuktikan kedudukan ahli waris. Permintaan data perlu
menghormati pelindungan data pribadi dan kewajiban hukum penyelenggara. Apabila
terjadi  sengketa, pengadilan dapat menilai perlunya permintaan dokumen atau
keterlibatan penyelenggara melalui mekanisme acara yang berlaku.

2. Aset pada dompet non-kustodial

Pada dompet non-kustodial, tidak ada penyelenggara yang selalu dapat membuka
akses. Pemeriksaan sebaiknya berfokus pada pelestarian bukti dan dokumentasi yang
dapat diujgi. Private key atau seed phrase tidak semestinya dimasukkan ke berkas perkara
yang dapat diakses luas atau dibagikan melalul pesan biasa. Jika akses teknis harus
dilakukan, prosedur perlu dirancang oleh ahli yang kompeten dengan otorisasi yang jelas,
pencatatan setiap langkah, dan perlindungan agar aset tidak dipindahkan secara sepihak.
Tujuannya adalah menjaga bukti, bukan member1 keuntungan akses kepada salah satu
pihak.

Simulasi Analisis Perkara

Contoh hipotetis: A meninggal dunia dan meninggalkan pasangan serta dua anak.
Salah satu anak menyatakan bahwa A memuiliki aset kripto pada suatu alamat blockchain.
Anak tersebut menunjukkan tangkapan layar saldo dan menguasai perangkat yang diduga
digunakan A. Pasangan menyangkal bahwa alamat tersebut milik A, sedangkan pihak lain
menyatakan perangkat itu pernah dipakai bersama. Contoh ini hanya ilustrasi akademik,
bukan ringkasan putusan pengadilan.

Tahap pertama, pengadilan memeriksa kedudukan ahli waris dan dokumen kematian,
lalu memastikan ruang hingkup tuntutan. Tahap kedua, saldo dan riwayat alamat
diverifikasi melalur sumber blockchain yang dapat diupi. Tahap ketiga, atribusi diperiksa
melalu bukti pembelian, transfer dari rekening A, data akun penyelenggara, email atau
catatan yang relevan, serta keterangan ahli. Tahap keempat, klaim bahwa perangkat
digunakan bersama diup dengan bukti tandingan. Tahap kelima, jika aset terbukti
berkaitan dengan A, pengadilan menilai apakah aset itu harta pribadi atau harta bersama,
apakah ada hibah atau pengalihan sebelum kematian, dan apakah ada kewajiban yang
perlu diperhitungkan. Tahap keenam, nilai aset dihitung berdasarkan tanggal dan metode
yang dijelaskan secara transparan.

Dalam ilustrasi tersebut, screenshot dan penguasaan perangkat dapat menjadi
petunjuk, tetapi belum tentu cukup bila tidak ada bukti independen yang menghubungkan
alamat dengan A. Sebaliknya, gabungan data penyelenggara, bukti pembayaran dari
rekening A, komunikasi yang konsisten, dan hasil pemeriksaan ahli dapat memperkuat
atribusi, sepanjang autentisitas dan cara perolehan bukti dapat dipertanggungjawabkan.
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Kesimpulan akhir tetap bergantung pada seluruh alat bukti dan hukum waris yang
berlaku.

Peran Hakim, Ahli, dan Pengamanan Bukti
1. Keterangan ahli dan dokumentasi forensik

Ahli forensik digital atau blockchain dapat menjelaskan cara verifikasi alamat,
transaksi, data perangkat, serta batas metode analisis. Laporan ahli yang baik menguraikan
pertanyaan yang diperiksa, sumber data, metode, alat yang digunakan, langkah kerja,
temuan, asumsi, keterbatasan, dan apakah pihak lain dapat mereplikasi pemeriksaan.
Ahli membantu menerangkan aspek teknis; penentuan hak waris dan akibat hukumnya

tetap merupakan tugas hakim. Peran ahli forensik digital dalam pembuktian elektronik di

Indonesia juga dibahas oleh Prahara (2022).

2. Pelestarian bukti dan pencegahan pengalihan

Apabila ada risiko aset atau data dipindahkan selama proses, pithak dapat meminta
tindakan pengamanan melalui prosedur yang tersedia dan sesuai syarat hukum. Pasal 227
HIR berkaitan dengan sita jaminan, tetapi penerapannya terhadap aset kripto
memerlukan analisis konkret mengenai objek, kewenangan, efektivitas, dan cara
pelaksanaan. Tidak setiap perkara otomatis memenuhi syarat sita. Permintaan pelestarian
data kepada penyelenggara dan dokumentasi keadaan perangkat juga perlu dibedakan
dar1 tindakan mengambil alih aset.

Prinsip umum penanganan bukti digital meliputi pencatatan siapa yang
mengumpulkan bukti, waktu dan cara pengumpulan, pemeliharaan salinan asli,
pembuatan salinan kerja yang terkontrol, dokumentasi perubahan, serta pembatasan
akses. Standar teknis seperti ISO/IEC 27037:2012 dapat menjadi rujukan praktis untuk
identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan pelestarian bukti digital, sepanjang digunakan
sesual konteks dan hukum yang berlaku.

3. Amar putusan dan pelaksanaan

Gugatan sebailknya merumuskan tuntutan yang jelas, misalnya penetapan hak atas aset
tertentu, penyerahan data yang relevan, pengakuan aset sebagai bagian harta peninggalan,
atau pembagian berdasarkan bagian yang terbukti. Pasal 178 ayat (3) HIR melarang hakim
mengabulkan lebih dari yang dituntut. Karena itu, identifikasi aset, akun, jenis token,
jumlah, waktu acuan, dan tindakan yang dimohonkan perlu dirumuskan dengan cukup
spesifik agar putusan dapat dilaksanakan dan tidak memunculkan sengketa baru.

4. Mediasi dan penyelesaian berdasarkan kesepakatan

Mediasi dapat membantu ahli waris menyepakati inventaris aset, metode penilaian,
penyimpanan sementara, serta pembagian biaya ahli. Prosedur mediasi di pengadilan
diatur antara lain dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Kesepakatan harus dibuat
dengan pemahaman yang memadai mengenai nilai aset yang berubah-ubah dan risiko
akses teknis. Mediasi tidak menghilangkan kebutuhan untuk memastikan hak pihak yang



364 E-ISSN 2302-6561

berkepentingan dan tidak boleh digunakan untuk memaksa pithak membuka rahasia

keamanan tanpa dasar yang jelas.

Perencanaan Waris Aset Kripto

Perencanaan sebelum kematian dapat mengurangi sengketa. Pemilik dapat membuat
mventaris keberadaan aset, menyimpan bukti pembelian dan transaksi, mencatat nama
penyelenggara serta cara menghubungi penyelenggara, dan menyusun instruksi pewarisan
yang sesual hukum. Informasi inventaris tidak harus memuat private key secara terbuka.
Rencana akses perlu memperhatikan keamanan, kerahasiaan, kemungkinan kehilangan,
dan risiko satu orang menguasai aset tanpa pengawasan. Literatur tentang warisan digital
dan aset kripto juga menekankan perlunya perencanaan akses yang aman dan tidak
bergantung pada satu orang.

Wasiat dan hibah harus mengikuti hukum yang berlaku bagi pewaris. Untuk pewaris
Muslim, ketentuan KHI tentang wasiat, termasuk Pasal 195, perlu diperhatikan bersama
hak ahli waris. Untuk pewaris yang tunduk pada KUHPerdata, ketentuan wasiat dan
pewarisan yang relevan perlu diperiksa. Catatan transaksi dan dokumen perpajakan dapat
membantu menunjukkan asal-usul aset, tetapi tidak secara otomatis menentukan siapa
ahli waris atau bagian warisnya.

4. KESIMPULAN

Penelitan i1 menunjukkan tiga hal utama. Pertama, aset kripto yang bernilai
ekonomis dan terbukti menjadi hak pewaris dapat dimasukkan ke dalam harta
peninggalan berdasarkan hukum benda dan hukum waris. Regulasi perdagangan OJK
berfungsi mengidentifikasi sumber bukti dan tidak menentukan kepemilikan, harta
bersama, utang, atau pembagian warisan. Kedua, catatan blockchain dan penguasaan
private key hanya membuktikan keberadaan aset dan kemampuan akses; hak pewaris
harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut Pasal 1865 dan 1866 KUHPerdata,
Pasal 163 dan 164 HIR, serta UU I'TE, dengan menilai autentisitas, integritas, atribusi,
dan keterujiannya.

Ketiga, kontribusi artikel in1 adalah standar pembuktian berlapis, yaitu status ahli waris
dan keberadaan aset, atribusi kepada pewaris, serta nilai dan kewajiban terkait, yang
dibedakan untuk aset kustodial dan non-kustodial dan dilengkapi pelestarian bukti serta
pelindungan kunci rahasia. Standar in1 merupakan usulan akademik, bukan standar yang
telah ditetapkan dalam hukum acara perdata.

Sebagai saran, Mahkamah Agung dapat menyusun pedoman pemeriksaan bukti
blockchain dan keterangan ahli; OJK dan penyelenggara dapat memperjelas prosedur
klaim ahli waris dengan tetap melindungi data pribadi; dan masyarakat disarankan
menyimpan bukti asal-usul aset serta merencanakan akses digital secara aman. Penelitian
lanjutan perlu menguji standar ini pada putusan waris yang melibatkan aset kripto ketika
putusan tersebut tersedia.
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